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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3987),;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara.-Republik.
Indonesia Tahun 2000 Nomor 247A T dmb ]
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr - /A0t &+

]
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intah Nomor 136 Tahun 2000 tentang
lan Barang Sitaan Yang Dikecualikan

Secara Lelang Dalam Rangka
¢ Dengan Surat Paksa (Lembaran
Indonesia Tahun 2000 Nomor 248,
baran Negara Republik Indonesia

foiatuian s uaosintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6119);

14.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang
Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif
Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5380);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang

Pemberian Insentif dan Kemudahamn 1In gsi dr i
Daerah (Lembaran Negara Republik Ind %éx?a w& i
2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran: Negara Reput)lik

Indonesia Nomor 6330);
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19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 1988 Nomor
14 Seri D Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota
Pontianak Tahun 2010 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun
2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun
2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pontianak Nomor 117);

22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor

7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak
Nomor 149);

23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak
Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Pontianak Nomor 173);

24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Pajak Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota
Pontianak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 185);

25. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR)
(Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 39);

26. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita
Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaas

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerit 3

Pontianak. L SERDA

ASSTENT
MM@ WW ¢

R T T B
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13.

14.

15

16.

17

18.

Walikota adalah Walikota Pontianak.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Pajak Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPD-PPD adalah Instansi yang melakukan
pelayanan pajak daerah.

Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMTKPTSP adalah
DPMTKPTSP Kota Pontianak.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya
disebut DPUPR adalah DPUPR Kota Pontianak.

Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah
Dishub Kota Pontianak.

Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes
Kota Pontianak.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP
adalah Satpol PP Kota Pontianak.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik yang selanjutnya disebut
Kesbangsospol adalah Kesbangsospol Kota Pontianak.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat
KPU adalah KPU Kota Pontianak.

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut
Bawaslu adalah Bawaslu Kota Pontianak.

Tim Pengawasan Reklame adalah tim yang terdiri dari instansi
terkait di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh
Walikota untuk melakukan pengawasan reklame.

Reklame adalah benda, alat, media atau perbuatan yang menurut
bentuk susunan dan corak ragamnya dimaksudkan untuk tujuan
komersial maupun non komersial, yang dipergunakan untuk
memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang,
jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada
suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat,
dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

Reklame papan adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari
papan, kayu, seng, tinplate, collibrite vynil, aluminium, fiber glass,
kaca, batu, tembok, beton, logam, atau bahan lainnya yang sejenis
yang tidak berdiri sendiri (menempel, gantung pada bangunan,
tembok, dinding, pagar dan lain-lain baik bersinar, disinari,
maupun yang tidak bersinar.

Reklame billboard adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari
papan, kayu, seng, tinplate, collibrite vynil, aluminium, fiber glass,
kaca, batu, tembok, beton, logam atau bahan lainnya yang sejenis
yang mempunyai konstruksi sendiri, baik berupa tiang, rangka dan
lain - lain baik bersinar, disinari, maupun yang tidak bersinar.
Reklame videotron/megatron adalah reklame elektronik baik yang
terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite vynil, aluminium,
fiber glass, kaca, batu, tembok, beton, logam atau bahan lainnya
yang menampilkan gambar atau video baik berdiri sendiri atau
tidak berdiri sendiri.

Reklame led adalah reklame elektronik yang terbuat dari lampu led
yang menampilkan tulisan baik bergerak maupun tidak bergerak
yang terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite vynil,
aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok, beton, logam atau
bahan lainnya yang menampilkan gambar atau video baik berdiri
sendiri atau tidak berdiri sendiri.

adalah Dinkes
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20.

21,

22

23

24.

25.

26.
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28.

29,

30.

3al,

32.

Reklame Neon Box adalah jenis reklame yang diselenggarakan
menggunakan kontruksi tertentu yang menggunakan lampu
penerangan didalamnya dan memiliki rancangan atau design
khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi
dengan lingkungannya sebagai asesoris kota.

Reklame Kain, Spanduk, Umbul-Umbul, Baliho, Bendera dan
sejenisnya adalah reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau
bahan lain yang sejenisnya tanpa menggunakan kontruksi
khusus.

Reklame Sunscreen adalah reklame yang Dbersifat tetap
diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk
kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenisnya yang
dipasang menempel atau menggantung dibawah atap atau canopy
bangunan.

Reklame Baliho dan sejenisnya adalah reklame yang
diselenggarakan dengan menggunakan bahan papan, kain,
termasuk Kkertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenisnya
yang menggunakan konstruksi sederhana dan waktu pemasangan
yang tidak terlalu lama.

Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempelkan
pada kendaraan darat, air atau udara.

Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara
dengan menggunakan balon, gas, laser atau alat lain yang sejenis.
Reklame Apung adalah reklame yang ditempatkan pada konstruksi
yang mengapung diatas air.

Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran
lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau
dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan,
dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan di udara
dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara
yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang
diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau
film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau
diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan
dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.

Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan
cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai
suara.

Reklame Berjalan adalah jenis reklame yang menayangkan naskah
dan diatur secara elektronik.

Reklame Branding adalah reklame yang berupa tulisan atau
gambar atau lukisan yang dibuat pada dinding bangunan,
dengan menggunakan cat.

Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan
atas penyelenggaraan reklame untuk tujuan komersial.

. Subjek Pajak Reklame adalah penyelenggara reklame yang

memasang/menggunakan reklame.

. Objek Pajak Reklame adalah seluruh reklame yang terpasang yang

bertujuan komersil.

. Wajib Pajak Reklame adalah subjek pajak yang dikenakan

kewajiban membayar pajak menurut kctenmzim»W’
perundang-undangan. "hUAF KOOR

. Reklame Tetap/Permanen adalah reklame yanggg;m;stmkf

bangunannya tetap.
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38.

39.

40.

41.

42,

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

o1,

Reklame Tidak Tetap/Insidentil adalah reklame yang konstruksi
bangunannya tidak tetap.

Reklame Komersial, yaitu segala benda, alat, perbuatan atau media
yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan mencari
keuntungan dengan jalan memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap
barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar,
dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

Reklame Non Komersial, yaitu segala benda, alat, perbuatan atau
media termasuk alat peraga yang digunakan untuk layanan
masyarakat, sosial maupun politik/kampanye dimana  bentuk
dan corak ragamnya dirancang dengan tujuan bukan untuk
mencari keuntungan dengan harapan dapat memberikan infomasi,
mendidik masyarakat, menambah pengetahuan, kesadaran sikap
dan perubahan perilaku masyarakat.

Nilai strategis reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada
titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria
kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek
kegiatan.

Nilai sewa reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah
keseluruhan pembayaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau
penyelenggaraan reklame yang diperhitungkan dengan
memperhatikan  lokasi penempatan, jenis, jangka waktu
penyelenggaraan dan ukuran media reklame.

Ruang adalah wilayah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan
dan ruang udara sebagai suatu kesatuan Wilayah Kota Pontianak.
Bahu Jalan adalah batas antara pagar halaman dan trotoar dan
atau saluran dengan jalan.

Median Jalan adalah suatu bidang yang terletak pada bagian
tengah dari suatu ruas jalan yang membagi dua jalur sama
lebarnya.

Titik Reklame adalah tempat kedudukan kaki sarana konstruksi
bidang reklame didirikan dan/atau ditempatkan.

Bidang Reklame adalah bagian atau seluruh sarana yang
dimanfaatkan penuh guna tempat penyajian gambar atau kata dari
pesan-pesan penyelenggara reklame.

Pemeliharaan dan perawatan adalah kegiatan memperbaiki
dan/atau mengganti bagian bangunan reklame, komponen, bahan
bangunan, menjaga keandalan bangunan reklame beserta
prasarana dan sarananya agar bangunan reklame laik fungsi.
Pemilik Reklame adalah orang atau Badan yang memiliki media
reklame.

Pemilik Bangunan Reklame adalah orang atau Badan yang memiliki
bangunan reklame.

Penyelenggara reklame adalah setiap orang atau badan yang
menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau
untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Alat Peraga adalah semua benda atau bentuk lain visi, misi,
program, simbol-simbol, tanda gambar peserta pemilu yang
dipasang untuk keperluan kampanye bertujuan untuk mengajak
orang memilih peserta pemilu atau calon anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.

. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanj atgy?;g's* kat'

SPOPD adalah surat yang digunakan Wajib | Pajak’ untu
mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak ataususahanya }
SKPD-PPD.
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kuburan/tempat pemakaman;
untuk reklame insidentil di jalan Ahmad Yani mulai dari simpang

empat Ahmad Yani — Sungai Raya Dalam sampai dengan simpang
empat Ahmad Yani —~ KH. Ahmad Dahlan, kecuali mendapat izin
dari Pemerintah Kota Pontianak;

khusus untuk reklame produk rokok, jaraknya kurang dari 100 m
(seratus meter) pagar terluar sarana pendidikan, daerah kawasan
tanpa rokok, dan sepanjang jalan Ahmad Yani; dan

gedung, halaman dan pagar yang tidak diizinkan oleh pemiliknya.

Pasal 16

Pemasangan reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

ot
>

tidak mengganggu reklame lainnya, membahayakan keselamatan,
keamanan, keindahan, kebersihan dan lalu lintas;

harus menggunakan gambar dan/atau bahasa yang baik, benar
dan sopan serta isi atau pesan reklame tidak menyimpang dari
norma sosial, budaya,keagamaan dan tidak mengandung unsur
kekerasan;

tidak mengganggu fungsi dan pemeliharaannya serta tidak merusak
kontruksi prasarana kota;

tidak menghalangi pandangan terhadap gedung-gedung pemerintah,

dan simbol-simbol (landmark) kota;
pemilik dan/atau penyelenggara reklame harus memelihara reklame

dan mencabut atau membongkar reklame yang telah berakhir masa
berlakunya;

kerusakan sarana dan prasarana kota sebagai akibat dari
penyelenggaraan reklame menjadi tanggung jawab pemilik
bangunan dan penyelenggara reklame;

khusus untuk reklame rokok, penyelenggara reklame dilarang
memasang iklan produk tembakau dalam bentuk gambar atau foto,
menampilkan, menayangkan atau menampakkan orang sedang
merokok, memperlihatkan batang rokok, asap rokok, bungkus
rokok atau yang berhubungan dengan produk tembakau serta
segala bentuk informasi produk tembakau yang membuat orang
ingin merokok;

pemasangan reklame harus sejajar atau melintang jalan
disesuaikan dengan kondisi lingkungan;

pemasangan reklame pada tempat pemberhentian (halte/shelter)
hanya diperkenankan dipasang pada bagian atas atap dan bagian
dalam dari halte/ shelter;

pemasangan reklame pada jembatan penyeberangan orang harus
disesuaikan dengan desain atau arsitektur jembatan dan tidak
merusak konstruksi jembatan penyeberangan;

pemasangan reklame pada tepi saluran atau sungai tidak
menyebabkan terjadinya gangguan pada fungsi dan pekerjaan
pemeliharaan sungai atau saluran tersebut;

tidak mengganggu pertumbuhan pohon penghijauan;

bagi reklame yang menggunakan penyinaran atau bersinar tidak
boleh mengarahkan dan/atau menggunakan jenis lampu yang
mempunyai intensitas cahaya tinggi sehingga menyilaukan
pandangan mata;

pemasangan reklame pada sepanjang jalan dan halaman milik
perseorangan atau badan tidak mengganggu ] mer
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Pasal 26

Setiap penayangan reklame baru wajib mengisi formulir

permohonan reklame baru dengan melampirkan:

a. fotocopy kartu tanda penduduk pemohon;

b. denah atau sket lokasi titik reklame;

c. surat Pernyataan 2 (dua) rangkap dari wajib pajak bermaterai
Rp. 10.000,- {(sepuluh ribu rupiah) yang berisikan:

1. bersedia ganti rugi kepada pihak ketiga/ masyarakat
apabila dari pemasangan reklame tersebut menyebabkan
atau terjadi kecelakan/tumbang/roboh;

2. bersedia bongkar sendiri dan tidak ada ganti rugi apabila
lokasi tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah; dan

3. bersedia membongkar sendiri apabila izin pemasangan
telah selesaui.

d. perjanjian kontrak terhadap reklame yang diselenggarakan
pihak ketiga.

Persyaratan perpanjangan pemasangan media reklame jenis

billboard/videotron/megatron /Papan/LED adalah sebagai berikut:

a. melampirkan fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah tahun
sebelumnya;

b. mengisi formulir permohonan pemasangan reklame;

c. menyampaikan surat pemohon pemasangan reklame apabila
ada perubahan ukuran; dan

d. melampirkan foto media reklame yang diperpanjang
pemasangannya.

Pasal 27

Persyaratan pemasangan baru media reklame jenis kain, spanduk,
sunscreen,umbul-umbul, kendaraan, udara, apung, suara, film,
slide dan peraga adalah sebagai berikut :

a. terdaftar pada SKPD-PPD dan memiliki Nomor Pokok Wajib

Pajak Daerah.

b. mengisi formulir permohonan reklame.

c. membawa media reklame (kain, spanduk, umbul-umbul dan
sejenisnya) yang akan dipasang.

d. mengisi surat Pernyataan 2 (dua) rangkap dari wajib pajak
bermaterai Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang berisikan:

1. bersedia ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat
apabila dari pemasangan reklame tersebut menyebabkan
atau terjadi kecelakaan/tumbang/roboh;

2. bersedia bongkar sendiri dan tidak ada ganti rugi apabila
lokasi tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah; dan

3. bersedia membongkar sendiri apabila izin pemasangan
telah selesai.

Persyaratan perpanjangan pemasangan media reklame jenis
insidentil untuk wajib pajak:

a. melampirkan fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah; dan

b. mengisi formulir permohonan reklame.
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BAB IX
KETENTUAN PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan Reklame

Pasal 31

(1) Pengawasan dalam penyelenggaraan reklame terdiri dari
pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan.

(2) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan terhadap:

a. berkas permohonan pemasangan reklame;

b. pemenuhan persyaratan pemasangan baik reklame baru atau
perpanjangan;

c. materi dan status reklame; dan

d. pendataan, penetapan, pembayaran dan penagihan Pajak
Reklame yang terutang sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Pengawasan lapangan terhadap penyelenggaraan reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menilai
kesesuaian/ketepatan antara data administrasi yang ada dengan
kondisi fisik lapangan terhadap hal-hal sebagai berikut:

kepemilikan dan masa berlaku izin;

kesesuaian ukuran bidang reklame;

kesesuaian lokasi penempatan reklame;

pesan atau isi reklame yang disajikan;

jatuh tempo reklame;

penempelan stiker/tanda pengenal pada media reklame; dan

pencantuman nama Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro

Reklame pada sisi kanan bawah bidang reklame.

Qoo a0 o

(4) Pelaksana dari pengawasan reklame adalah sebagai berikut:
a. pengawasan bangunan reklame dilaksanakan oleh tim teknis
reklame;
b. pengawasan penyelenggaraan reklame komersial dilaksanakan
oleh SKPD-PPD; dan
c. pengawasan  penyelenggaraan reklame non  komersial
dilaksanakan oleh perangkat pemerintah dan masyarakat.

(5) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan pelanggaran,
maka petugas pengawasan wajib melakukan penindakan atas
pelanggaran tersebut.

(6) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan data baru, maka
data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan penindakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Perangkat pemerintah yang diwajibkan untuk melakukan
pengawasan penyelenggaraan reklame non komersial sebagaimana ...
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c adalah:

a. DPMTKPTSP;
b. Badan Keuangan Daerah;
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DPUPR;

Dishub;

Satpol PP;

Kesbangpol;
Kecamatan-Kecamatan; dan
Kelurahan-Kelurahan.

SR e oo

Koordinator pelaksanaan pengawasarn sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Bentuk pelaksanan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan cara :

pemantauan dan verifikasi lapangan;

rekam jejak dan penyiapan bukti fisik;

koordinasi antar perangkat pengawasar;

penyusunan laporan pengawasarn secara berkala; dan

evaluasi sistem dan tata kerja.

e or

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di_tuangkan
dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Wakil Walikota.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sa"cpol
PP melakukan verifikasi lapangan kembali dalam waktu 2 x 24 jam

(dua kali dua puluh empat jam).

Setelah  dilakukan  verifikasi, Satpol PP menyampaikan
pemberitahuan kepada pemasang/penanggung jawab reklame non
komersial untuk menyesuaikan pemasangan reklame non

komersial.

Waktu yang ditentukan untuk melakukan penyesuaian adalah 7
(tujuh) hari terhitung tanggal terima surat pemberitahuan oleh

pemasang /penanggung jawab reklame.

Apabila tidak diindahkan, maka Satpol PP akan melakukan
penegakan peraturan.

Pasal 33

Pengawasan reklame non komersial yang dilaksanakan oleh
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf
c, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh segenap unsur
diluar perangkat pemerintah terhadap pemasangan reklame non
komersial.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
terbuka untuk umum atas dasar kesadaran dan kepedulian
masyarakat dalam menjaga ketertiban umum.

Bentuk  penyelenggaraan pengawasan oleh masyarakat

dilaksanakan dengan cara:

a. konsultasi dengan perangkat pemerintah antara lain perangkat
kelurahan, perangkat kecamatan, kantor, dinas, badan dan
Satpol PP;

b. pengamatan dan pemantauan;

dokumentasi dan penyiapan bukti fisik; dan
pelaporan/pengaduan.

e
d.
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